BAB Il
LANDASAN TEORI
2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini
menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.
Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak
pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya
pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana
tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:'

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat
dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan
falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang
pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.
Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan
sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.
Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang
yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada
soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak
apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai

kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai

kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela,

" Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia
Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 10
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dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.'

Pengertian  Pertanggungjawaban  Pidana  dalam  bahasa  asing
pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid’, ‘“‘criminal
responbility”,  “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana
dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa
dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.
Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia
dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan
hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut
memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau
kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang
dilakukan tersebut."’

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh
masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas
perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang
tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si
pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu
dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.'®

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian
pertangungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat

dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu

“Ibid Hal. 75

“Kanter dan Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”.
Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54

'® Roeslan Saleh Op Cit Hal. 76
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bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela
atas perbuatanya.'’

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.
Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang
yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal

apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau

tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai

kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”. 18

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur
pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga
dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur
keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik,
oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah
dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika
telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah
ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan
yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-
tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan
tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau
alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab,
maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat

dipertanggung-jawabkan. '’

' Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta. Hal. 49
'8 Roeslan Saleh Op Cit Hal. 78
® Moeljatna 2007 Op Cit Hal. 52
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Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau
pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi
pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut
haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana,
tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya
akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk
mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu
sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan
bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan
kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan
perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang
mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:*

a. Melakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggung jawab;

e

Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada
maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat
dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.
Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah

melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3

%% Ibid Hal. 80
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(tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;

2. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
3. Tidak ada alasan pemaaf.”’

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan
tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas
tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus
diteliti dan dibuktikan bahwa :

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

b. Terdapat kesalahan pada petindak;

c. Tindakan itu bersifat melawan hukum,;

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
(dalam arti luas);

e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan
lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.**
Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;

2. Kemampuan bertanggungjawab;

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung
jawab harus ada:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang

buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),

2l Kanter dan Sianturi 2002. “Adsas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan
Penerapannya”. Storia Grafika. Jakarta. Hal. 60
*’Ibid Hal. 65
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Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik
dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).”

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan
pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan
demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu
perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan
tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang
yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut
sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada
hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk
bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.
Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena
berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan
mempertanggungjawabakan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu
sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku

tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. **

2.1.1.Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan
individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat

dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

% Moeljatna 2003 Op Cit Hal. 59
4 http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/1 1 /pertanggungjawaban-pidana/
Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016
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Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi”
yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata
“pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri
dilaksanakan.” Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang
lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita
harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-
hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat

dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:
“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan
melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-*°

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian
adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan
kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian
secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif
Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain

tanpa sepengetahuan pemilik.

* Ridwan Hasibuan, 1994. “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”,
USU Press,Medan, Hal.8

R Soesilo, 1995. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal”. Politea, Bogor. Hal.249
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2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya
menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut

pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono

. . .2
pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.”’

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam
beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana
berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan
melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan
dan juga pencurian dengan kekerasan.
Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-
unsurnya sebagai berikut:
1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang

itu dengan melawan hukum (melawan hak).?®

27 Sudarsono, 2007, “Kamus Hukum”, Cetakan Keempat, Rineka Cipta ,Jakarta. Hal. 85
2 R.Soesilo, Op Cit Hal.249
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Ad. 1. Perbuatan mengambil
Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang.
Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan
jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah
lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti
misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam
botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang
dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.*’

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang
Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan
kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga
ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini
tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkanya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan
bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain
kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang
itu dengan melawan hukum.

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah
berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang

tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan

* Wirjono Prodjodikoro, 2010. “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, Refika
Aditama, Bandung. Hal.15

33

UNIVERSITASMEDAN AREA



hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri
atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu
hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata
berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat
kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang
dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil
jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil
suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang
dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang
dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang
yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan
hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian
tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang
diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu
dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran;

2. Pada waktu terjadi ledakan;

3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;

4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;

6. Pada waktu ada kapal karam;

7. Pada waktu ada kapal terdampar;
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8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara dan;

11. Pada waktu terjadi bahaya perang.*

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam
keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96
ayat (3) KUH Pidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan
perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363
ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang
dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah
tempat kediaman ataupun
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau
bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.’’
Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan
undang-undang dalam Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari

terbenam dengan matahari terbit.

2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian
Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan

suatu tindakan pencurian termasuk pencurian yang dilakukan secara bersama-

P.A.F Lamintang, 2009. “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan
Cetakan Kedua”, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 42
*! Ibid. Hal. 43
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sama yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat
kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain. Dalam kasus yang akan
dibahas yaitu Putusan No. 2249/Pid.B/2014/PN.Mdn atas nama Terdakwa
Herianto faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian
yang dilakukan secara bersama-sama adalah faktor kebutuhan ekonomi, dalam
kasus ini membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup. Sementara pelaku hanya
seorang teknisi di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) yang sangat
membutuhkan makan dan uang buat keluarga sementara, hanya upah kecil yang
diterima dalam pekerjaanya maka pelaku nekat mencuri secara bersama-sama
dengan Dedi Handoko dan muhammad hafis yang didakwakan dengan tuntuan
berbeda untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
terutama untuk makan sehari-hari.

Namun, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku
melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama yakni:
1. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern)

a. Faktor intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan
menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan
seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila sesorang yang
memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih
dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada
setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan,

dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian
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akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu
apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.*”

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini
lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir
terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil
teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.*®

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh
demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk
dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika 1ia
melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan
cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut.

Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para
petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga
menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang
dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang
maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

b. Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan
melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang
maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu

perbuatan baik dan buruk.*

> W.A.Bonger, 1977. “Pengantar Tentang Kriminologi”, PT.Pembangunan Ghalia
Indonesia, Jakarta. Hal.61

33 M. Taufik Makarao, 2005, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Kreasi Wacana,
Yogyakarta. Hal. 23

** Ibid Hal.63

37

UNIVERSITASMEDAN AREA



Karena pada umumnya apabila seseorang telah mencapai umur dewasa
maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau
didapati. Sebagaimana diketahui bahwa manusia mempunyai masa-masa atau
periode atau perkembangan atau “life stadium” yang sudah dibawa sejak dia lahir,
terdapat beberapa fase dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia
antara lain:>

1) Masa Kanak-kanak (0-11 Tahun)

Periode ini adalah suatu masa yang sangat penting yakni sebagai suatu
dasar atau basis untuk perkembangan individu anak dalam perkembangan
selanjutnya. Bila pada masa ini salah mengembangkan pendidikan dan pengajaran
dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka anak itu kelak akan
mengalami kehidupan yang suram. Sehingga yang menjadi sianak kelak menjadi
orang yang baik adalah dipengaruhi oleh pengajaran dan pendidikan yang
diberikan terhadap sianak tersebut.

Pada fase ini sifat kriminalitas yang dilakukan sianak adalah sebagai
berikut:*®

- Delik yang dibuat pada umumnya berbentuk sangat sederhana misalnya:
pencurian kecil-kecilan dan perbuatan-perbuatan merusak. Pada masa ini
kejiwaan si anak belum matang dan lebih banyak ketidak tahuannya
bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang.

- Delik itu biasa juga terjadi karena suruhan atau pengaruh kawan-kawannya
yang lebih dewasa yang sebenarnya anak itu belum matang untuk

membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

35 Ibid Hal. 64
36 Ibid Hal. 65
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Frekuensi kriminalitas seorang anak untuk melakukan kejahatan pada
masa ini adalah sebagai berikut:*’

- Perbuatan yang dilakukan atau diperbuat hanyalah kelakuan-kelakuan
buruk yang tidak dapat dikenakan/dihukum.

- Seandainya unsur kriminalitas itu sesuai dengan delik yang tertera di
dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak selamanya dapat
dipidana kalau dilakukan oleh anak-anak.

2) Masa Remaja (12-17 Tahun)

Pada usia ini disamping bertumbuh fisik yang cepat juga timbul gejala-
gejala kejiwaan (psikis). Pada usia ini dikenal perbedaan jenis lebih sempurna,
sejalan dengan itu mulai tumbuh perasaan-perasaan seksual pada kedua jenis
masing-masing (pada masa puber yang pertama).

Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat
memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang
baru dialami pertama kali. Dorongan-dorongan pertumbuhan fisik terutama bagi
para pria cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan berupa perkelahian
maupun penganiayaan, pencurian dan lain-lain. Perbuatan itu dilakukan lebih
sempurna. Mulai dari bentuk-bentuk kenakalan sampai kejahatan-kejahatan
tersebut diatas. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan antara lain: meninggalkan
sekolah, tidak patuh pada orang tua dan sebagainya.

3) Masa Dewasa I ( 18-31 tahun)

Pada usia ini pertumbuhan fisik mencapai puncaknya. Pertumbuhan fisik

ini dapat mendorong untuk melakukan kejahatan, bentuk-bentuk kejahatn yang

37 Ibid Hal. 66
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dilakukan bersifat fisik seperti: perampokan, pencurian, perkelahian,
penganiayaan bahkan pembunuhan juga dapat terjadi. Perbuatan tersebut diatas
dipengaruhi dan didorong oleh kemampuan fisiknya. Pada usia ini tumbuh atau
gejala psikis (gejala kejiwaan) yang ekstrim yaitu keinginan untuk melakukan
sesuatu yang menonjolkan keperkasaannya yaitu melakukan perbuatan yang aneh.
Misalnya perbuatan yang dilakukan tersebut adalah: cita-cita ingin mengelilingi
dunia dan dapat dilakukan secara nyata, tanpa perhitungan yang teliti, buruk dan
baik dari akibat perjalannya itu.

Pada usia ini1 frekuensi kejahatan paling tinggi. Karena pada usia ini orang
melakukan perbuatan kejahatan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari
perbuatan, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena ia
melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan atau menonjolkan
kekuatannya atau keperkasaannya, sehingga untuk memikirkan akibat dari
perbuatan tersebut tidak ada. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk tidak
melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan
norma agama dan bermasyarakat.

Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, maka dia dapat
membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-

undang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.
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4) Masa Dewasa Penuh (31-55 Tahun)

Pada masa ini pertumbuhan jiwa (psikis) mencapai puncak. Perbuatan
kejahatan yang dilakukan adalah bersifat fisik pencurian dengan kekerasan,
pencurian biasa, perkelahian dan penganiayaan dan lain-lain mulai ditinggalkan.*®

Pada usia ini kejahatan yang dilakukan adalah berdasarkan gerakan psikis
(gerakan jiwa) misalnya: penggelapan, penipuan, korupsi, Kolusi dan lain-lain.
Yang mana kejahatan yang dilakukan mengandung kelicikan-kelicikan jiwa dalam
melakukan operasi kejahatan yang hendak dilakukannya, sehingga untuk
melakukan kejahatan tersebut didasarkan atas kehendak dari dalam hatinya
(jiwanya), dengan kata lain apa yang dikatakan hatinya itulah perbuatan yang
akan dilakukan tanpa memandang perbuatan yang akan dilakukanya, baik atau
buruk perbuatan yang akan dilakukan tersebut.berdasarkan usia ini apa yang
dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan
hatinya saja, karena apa yang dilakukan berdasarkan hati nurani atau jiwa yang
dirasakan seseorang pada usia tersebut.

5) Masa Tua

Pada masa ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani
maupun rohani kembali menurun). Frekuensi kejahatan yang pada umumnya
menurun dibandingkan dengan usia dewasa I dan Usia Dewasa ke II. Tapi tidak
tertutup kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan
pada fase sebelumnya.

Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40

Tahun merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya

%8 Ibid, Hal .68
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kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa
tua.”’
c. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat Gradilitas Seks
yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut
Sigmud Freud, bahwa manusia itu hidup dalam Libido Seksualitas. Apabila
seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual.

Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu
termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang
dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik
bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada
kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk
kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya. Hal ini
bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang
dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan
berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki,
sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari
pada yang dilakukan oleh wanita.

d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian
dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan
kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong

seseorang untuk melakukan pencurian.

*Ibid Hal.70
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Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan
masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan
tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum
karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.*’

Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok
gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan
kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekondensi moral dan
kenakalan anak-anak.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi
kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara
yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah
satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan,
karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara
mencuri atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam
hari.

2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)
a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non
formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan
jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka

mempengaruhi prilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan

0 Ibid Hal. 73
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untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-
aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka
perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang,
sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu
perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi
tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan
orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk
membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam
dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan
tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap
dunia pendidikan yang tinggi pula.

b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan
norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan
bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah
berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulanya. Karena dimanapun kita
berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat
berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai
lingkungan tersebut.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang
dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah

contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu
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merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan
hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia
melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan
dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong
dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.
c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi
hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir
dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah
dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga
adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap
jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.
Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan
yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota
dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan,
mencekam dan menstiulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis,
mendekati kebiadabannya).*'

Pada prinsipnya prilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa
dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang
dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu kriminal

situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non —

* Kartini, Kartono, 2003. “Patologi Sosial”’, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.170
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kriminal) atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya
patuh terhadap hukum.

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan
orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam
faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya
yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan
asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau
dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempa maupun dalam keadaan yang
lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang
mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

Selain penyebab terjadinya kejahatan yang dipaparkan di atas, ada juga
penyebab lain terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-
sama yang disebabkan oleh pelaku yaitu : *

1. Tekanan
Tekanan adalah motivasi untuk melakukan pencurian. Tekanan dapat berupa
tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau
memiliki banyak utang atau biasanya banyak tagihan. Sering kali pelaku
merasa tekanan-tekanan semacam ini tidak dapat dibagi dengan orang lain.
Tekanan dapat juga berkaitan dengan pekerjaan. Beberapa pegawai mencuri
data, sehingga mereka dapat membawanya ke pekerjaan baru mereka atau
perusahaan tempat mereka bekerja. Motivasi lain yang mengarah pada

tindakan curang adalah tekanan keluarga atau tekanan kerja, ketidakstabilan

2 http://herbowowisnu.blogspot.com,penipuan-dan-pengamanan-komputer. — Diakses

Senin, 15 Agustus 2016.
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emosi, dan tunjangan menumbangkan sistem pengendalian serta masuk ke
dalam sistem sehingga terjadinya suatu tindak kejahatan.
2. Peluang
Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang
melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang sering
berasal dari kurangnya pengendalian internal. Situasi lain yang
mempermudah seseorang untuk melakukan pencurian adalah kepercayaan
berlebih atas pegawai tua, personil supervisi yang tidak kompeten, tidak
memperhatikan perincian, jumlah pegawai tidak memadai, kurangnya
pelatihan, dan kebijakan perusahaan yang tidak jelas.
3. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah,
maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan itu
timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti: keturunan/anak-anak yang
berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan
oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat
kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak
masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan
perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan
seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur
17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan
seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai dengan 30

tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan
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antara umur 30 sampai 50 di mana manusia telah memegang posisi kehidupan
yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan,
penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya.
4. Rasionalisasi

Banyak pelaku pencurian yang mempunyai alasan atau rasionalisasi yang
membuat mereka merasa perilaku yang illegal tersebut sebagai sesuatu yang
wajar. Mungkin, rasionalisasi yang paling umum adalah pelaku hanya
“meminjam” asset yang dicuri karena mereka bermaksud untuk
mengembalikannya pada perusahaan. Beberapa pelaku membuat rasionalisasi
bahwa mereka tidak menyakiti seseorang secara langsung. Pihak yang
terpengaruh hanyalah sistem komputer yang tidak bermuka dan bernama atau
perusahaan besar yang bukanlah manusia yang tidak akan merasa kehilangan

uang tersebut.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi
yaitu tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan secara
bersama-sama terhadap pembobolan ATM BRI studi kasus pada Pengadilan
Negeri Medan dengan menganalisis putusan No. 2249/Pid.B/2014/PN.Mdn.

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan
pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah
melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia
dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang
yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu

dia akan dipidana.

48

UNIVERSITASMEDAN AREA



Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka
penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui
beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan
pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat
penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap
kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh
aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau
administratif.

Dikemukakan oleh Sudarto bahwa pada hakikatnya hukum itu untuk
mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang
diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan demikian

menarik garis antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan hukum. *

2.3. Hipotesa

Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan
dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk
membuktikannya. ** Adapun hipotesa yang diberikan dalam rumusan masalah
diatas adalah:
1. Pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 363 ayat

** Sudarto, Op Cit. Hal. 9
*Bambang Sunggono,2011. “Metodologi Penelitian Hukum”, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta. Hal 109
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(1) ke 4 yaiitu pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ke 5 KUH
Pidana yaitu pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat
kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan
membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci
palsu atau pakaian jabatan palsu

2. Dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara pidana tentang pencurian
pembobolan ATM BRI pada Putusan No. 2249/Pid.B/2014/PN.Mdn.
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur dengan sengaja
masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya,
dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan
memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu telah terbukti,
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan
5 KUH Pidana telah terpenuhi Menimbang, bahwa dalam persidangan,
majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Keadaan
yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SSI mengalami

kerugian, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
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